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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi Kemendagri
Nomor 903-6395 Tahun 2013 tentang Evaluasi Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 mengamanatkan Pemerintah Provinsi harus lebih
memprioritaskan penyediaan anggaran yang dimanfaatkan
untuk mendanai program-program = kegiatan yang
merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD
Provinsi Kalimantan Tengah memutuskan bahwa anggaran
yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah dialihkan penganggarannya pada jenis Belanja
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus/diarahkan yaitu
DAK Kalteng Harati sebesar Rp. 37.095.190.500,00;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Dan Alokasi Definitif Dana Alokasi
Khusu (DAK) Kalimantan Tengah “HARATI” Tahun
Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1622);



10.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 1II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undag Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusu
Tahun Anggaran 2013);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah
Mengengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);



Menetapkan :

23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 74
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;

24. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;

27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12
Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan;

29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun
2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun
2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 63
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
ALOKASI DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KALIMANTAN TENGAH “HARATI” TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan
Alokasi Definitif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan
Tengah “Harati” Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 63) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Alokasi DAK Kalteng “ Harati “ Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp.64.525.790.500,00 (enam puluh empat miliar
lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh
ribu lima ratus rupiah).



(2) Alokasi DAK Kalteng “ Harati “ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk masing-masing kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2013, adalah sebagai berikut :

- Kota Palangka Raya Rp. 4.299.600.000,00
- Kabupaten Barito Utara Rp. 4.149.600.000,00
- Kabupaten Barito Selatan Rp. 4.149.600.000,00
- Kabupaten Kapuas Rp. 4.649.600.000,00

- Kabupaten Kotawaringin Timur Rp. 4.149.600.000,00
- Kabupaten Kotawaringin Barat Rp. 4.149.600.000,00

- Kabupaten Murung Raya Rp. 4.149.600.000,00

- Kabupaten Barito Timur Rp. 5.665.058.100,00

- Kabupaten Katingan Rp. 4.699.758.100,00

- Kabupaten Gunung Mas Rp. 5.365.058.100,00

- Kabupaten Seruyan Rp. 5.149.758.100,00

- Kabupaten Sukamara Rp. 4.649.600.000,00

- Kabupaten Lamandau Rp. 4.649.758.100,00

- Kabupaten Pulang Pisau Rp. 4.649.600.000,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Oktober 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

AGUS RESKINOF



